HUBUNGAN POLISI
DENGAN MEDIA

Bekto Suprapto

Pendahuluan

TUpaya polisl menjalin hubungan
bailt dengan masyarakat dila-
kukan melalui media sepertl
surat kabar, mgjalah, tabloid,
buku-bukuy, atau bentuk-pentuk
tulisan lainnya, atau dapat juga
melalui televisi dan radio. Ea-
rena pada dasarnya masalah
hubungan polisi dengan ma-
syarakat adalah masalah
kemunikasi. (Radelet, 1880:
421). Media dapat dipakal se-
bagal perantara atau alat uta-
ma untuk menyampaikan pe-
san mengenad apa It polisl dan
apa saja kegiatan polisi serta
mengapa kegiatan tersebut
dilakukan polisl.

Pendapat masyarakat
tentang peristiwa kejahatan
dan siapa penjahatnya yang
sangat erat kaitanmya dengan
polisi dan kegiatan polisi sangat
dipengaruhi oleh pemberitaan
media. Peristiwa yang ditulis
dan ditayangkan media menter-
jemahkan tindakan polisi
menurut persepsi wartawan,
dapat berwnjud persepsi positip
maupun negatip dan akan
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mempengaruhl pendapat orang
mengenai kesuksesan atau
kegagalan polisi. (Munday,
1995: 257). Biasanya media sa-
ngat tekun mencari informasi
mengenai suatu peristiwa apa
saja termasuk peristiwa yang
sedang ditangani polisi, kemu-
dian mengekspose dugaan ada-
nya pelanggaran atau penya-
lahgunaan wewenang oleh
polisi.

Setiap hari melalul me-
dia dapat dibaca berita-berita
berkaitan dengan polisi dan
pelaksanaan tugasnya. Berita-
berita tersebut begitu menarik
perhatian masyarakat, sehing-
ga banyak peristiwa yang ber-
kaitan dengan polisi menjadi be-
rita utama dalam media cetak
maupun etektronik.

Oleh karena itu hu-
bungan antara peolisi dengan
media sering menimbulkan ke-
salahpahaman, Karena ma-
sing-masing menghargai pe-
kerjaannya sendiri-sendiri dan
mengharapkan yang lain mau
memberikan penghargaan asa.s
pekerjaannya. Keadaan ini
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dapat mengakibatkan rasa
saling curiga dan rasa sallng
tak percaya antara polisi de-
ngan media. Umumnya polisi
cenderung melihat wartawan
sebagal mata-mata yang siap
membongkar kelkurangan polisi
secara seplhal.

Tulisan in! berusaha
untuk menunjukkan hakikat
hubungan yang ideal antara po-
lisi dengan media, yang berda-
sarkan pola kejujuran dan pro-
feslonallsme kerja dan yang
menguntungkan semua plhak,
yaitu: polisi, media, dan masya-
rakat. Cakupannya meliputi:
fungsl polisi dan media dalam
masyarakat dan apa yang seba-
iknya dilakukan polisl dalam
membing hubungan baik de-
ngan media.

KHesulitan hubungan polisi de-
ngan media

Banyak darl antara polisi se-
bagai penegak hukum percaya
bahwa wartawan terlalu bebas
(extremely liberal) dan suka
menulis apa saja yang menjadi
perhatian masyarakat, kenya-
taan ini dirasakan dapat meng-
ganggu pekerjaan pollsi dalam
upaya mengunglap suatu peris-
tiwa. kejahatan.

Biasanya media sangat
tekun mencarl informasi apa
pun termasuk dugasn pelang-
garan/penyalahgunaan kekua-
saan polisi. Peraberitaan me-
ngenai kekurangan polisi ini
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dapat berakibat polisi menjadi
ekstra hati-hati dan pasang
kuda-kuda terhadap media.
Karena polisi tidak man kajan
kekurangan atau ketidak-
berdayaannya diungkap dalam
pemberitaan media.

Masalah akan timbul
apabila polisl mulai membatasi
pemberltaan. Akibatnya, war-
tawan selalu percaya bahwa
secara rutin polisi menyem-
bunyikan informasi darinya,
atau ada kekhawatiran bahwa
polisi selalu berusaha untuk
memberikan informasi yang
tidak lengkap. Apabila hal ini
terjadl, wartawan akan tetap
merburu berita, dengan atau
tanpa, sumber dari polisi.

Kecenderungan ini
menciptakan suasana pertern-
tangan antara polisi dengan
media. Banyak polisi menjadi
sangat hati-hatl agar tidak
memberikan pernyataan yang
salah atau menghindari aalah
kutip, sehingga. polisi canderung
kurang kooperatif dengan me-
dia. Di satu sisi media merasa,
bertanggung jawab untuk mern-
beritakan apa sgja yang men-
jadi perhatian masyarakat,
karena pada dasarnya masya-
rakat mempunyai hak untuk
mendapatkan informasi apa-
pun, termasuk kegiatan polisi.
Di sisi laln pollsi juga merasa
bertanggung jawab untuk
kesuksesan tugasnya dalam
memerangi kejahatan, melin-
dungi saksi, melindungl ter-
sangka dan asas pradugs tidak
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bersalah dan sebagainya.

Apabila. hubungan ker-
Ja sama antara polisi dan me-
dia dilakukan atas dasar ketl-
dak kepercayaan, hubungan
polisi dengan medis menjadi
saling tidak merespon. Terjadi
salah pengertian antars satu
dengan lainnya, karena polisl
percaya balhiwa aps yang ditalis
atau ditampilkan media keba-
nyakan tidak sesuai dengan apa
yang ditemukan dan diketahuil
cleh polisi. Terjadilah siklus
katidakpercaysan secara terus
menerus.

Fungsi polisi dalam masya-
rakat

Menurut Undang-undang No-
mor 28 tahun 1997 tentang
Repolislan Republik Indonesia
dalam pasal 3 disebutkan bah-
wa, “Fungsi kepolisian adalah
salah setu fungsi pemerintahan
negara dl bidang penegakan
hukum, perlindungan dan pela-
yanan masyarakat, serta
pembimbingan masyarakat
dalam ranghe terfaminnys ter-
b dan tegalknya hukum gerta
terbinanye ketentraman ma-
syarakatb guna terwijudnys ke-
amanan dan ketertiban masysa-
rakat",

Penekanan fungsl ke-
polisian pada, terwujudnye, kea-
manen dan ketertiban masya-
raket dapat dinterpretasikan
bahwa tugas-tugas polisl harus
bermanfaat bagi kepentingan
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masyarakat yang dilayaninya.

Untuk dapat menjalan-
kan fungsi tersebut, polisi diberi
tugas-tugas dan sejumlah
kewenangan yang diatur dalem
undang-undang. Dalam kaltan-
nya sebagal penegek hukum,
polisi memiliki keleluasaan
untuk menentukan seseorang
bersalah atau tidak bersalah,
Eoadaan inl membuat posisi
dan kedudukan polisi penting
dalam kehidupan warga ma-
gyarakat, dan karena ltu juga
sering menjadi sasaran kritik
atas perlakuannya terhadap
tersangka pelaku kejahatan
yang dianggep melampaui
batas-batas kewenangannya
sebagai polisl. (Parsudi
Suparlan, 1887: 3)

Berkenaan dengan pe-
laksangan tugas, polisi mudah
tergelincir ke dalam kegiatan-
keglatan yang melanggar hu-
kum. D] antaranya adalah ko-
Tupsi, menerima suap, me-
nerima uang keamanan,
kesewenang-wenangan atas
hak tidak bersalah dari
tersangka pelaku tindak pldans
dan sebagainya. Sehingga dapat
dipertanyakan, slapa yang
dapat mengontrol kegiatan-
kegiatan polisi? (Packer,
1970:463-464), atau dengan
kalimat yang berputar, *Bila
polisi adalash penjage keoa-
manan, maka slaps yang ber-
hak ‘rmenjags para penjaga’
itne”

Padahal penegakan
hukumn yang dilakuken polisi
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adalah sebagian kecil darl tugas
polisi. Menurut Egon Bittner,
dalam bukunya The Functions
of the Police in Modern Soclety
menggambarkan ada dua model
pelaksanaan tugas polisi, yaitu
model militer dan modsl pela-
yvanan masyarakat (Betz,
19885: 181). Dalam model mili-
ter digarmbarkan polisi adalan
pemberantas kejahatan, se-
dangkan dalam model pelayan-
an masyarakat polisi digam-
barkan sebagal juru bicara.
Sebab dengan berblears polisi
dapat mengalihkan pengsunaan
upaya pakss lewat banyalk jalan
lain yang lebih lembut dan
elegan.

Selanjutnya Betz me-
nyatalkan bahwe dalam tugas-
tugas polisi sesual model mili-
ter, yaitu: memerangl kejahat-
an den menangkap penpjahat
dalam kapasitasnya sebagal
penegak hukum, inl hanya se-
baglan kecil dari tugas-tugas
yang dilaksanakan oleh polisi.
Hanya sekitar 10 persen dari
seluruh pelaksanaan itugas
polisi sehari-har{ yang ber-
kaitan dengan penegaken hu-
kum, sedangkan yvang 90 per-
gen lainnys digunakan oleh
poligl untuk melsyani masya-
rakat. (Betz, 1985 :188), se-
pertl pengaturan lalu-lintas,
menangani kecelakaan lalu-
lintas, memberikan pertolongan
pertama, menyeberangkan
anak sekolah atau orang tua
vang memerlukan pertolongan,
mendamalikan pertengkaran

JURNAL POLISI 3, 2001

warga, menclong anak/orang
tersesat, menjaga tempat-
tempat keramaijan atau tempat
rawan, ugas-tugas pengawalan,
mengamankan lokasi kebalkar-
an.

Dalam modsl psela-
yanan masyarakat ini, poHsi
harus dapat memberikan pela-
yanan masyarakat secara
sopan, lebih mengutamakan
melayani masyarakat dan
bukan melawan masyarakat.
Apabila masyarakat menda-
patkan masalah, polisi harus
berusahs membantu meme-
cahkan masalah tersebut se-
cara sungguh-sungguh.

Masalahnya, keglatan
polisi dalam melayanl masya-
rakat kurang mendapat porsi
pemberitaan olsh media secara
seimbang, meskipun keglatan-
keglatan pelayanan pollsl ter-
hadap masyarakat mendomi-
nasi pelaksanaan tugas aehari-
hari polisl, karena kurang me-
narik bagi berita media untuk
“dijual”. Media massa (seperti
surat kabar, majalah, tabloid,
televisi dan radio) biasanya
merupakan perusahasn yang
mencari keuntungan dengan
cara menjueal berita-berita sen-
sasi. Dengan alagan deml]
menghermati hak masyarakat
untuk memperoleh informasl
¥ang men)adi perhatian masya-
rakat, maka media lebih suka
memberitakan peristiwa-peris-
tiwa kejahatan dan kekurangan
polisi daripadsa berita-berita
mengenai pelayanan polisi
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kepada masyarakat—dan inl
sebenarnys merupakan motif
mencari keuntungan.

Upaya polisi membina hubung-
an

Polisl sangat menyadari bahwa
media, dapat membentuk per-
sepsl masyarakat, dan hu-
bungan yang baik dengan me-
dia dapat mengatasi rasa
kekhawatiran dan sikap saling
curiga yang terjadi sepertl pada
waktu-waktu yang lalu. Di-
samping itu masyarakat saat
ini kurang dapat menerima
gaya tradisional polisi yang
mengatakan “maaf tidak ada
komentar” atau “ini adalah
rahasia, polisi”

Masyarakat sebenar-
nya mengharapkan polisi
sanggup berblcara dengan baik
dan cerdas, lebih dewasa dalam
menjelaskan dan mempertang-
gunglawabkan tindakan-
tindakannya. Penjelasan yang
baik akan sangat membantu
masyarakat dan polisi itu
sendiri. Untuk maksud tersebi,
maka personil yang mengisi
jabatan juru blcara polisi harus
dipikirkan sungguh-sungguh
mulai dari sekarang. Yaitu, me-
milih orang-orang yang diang-
gap mampu berblcara dengan
baik dan mampu menjelaskan
berbagal kegiatan polisi dan
masalah-masalahnya kepada
masyarakab.
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Hubungan dengan me-
dia memerlukan latihan yang
baik untuk mengimbangi kegiat-
an dari media. Polisi dan me-
dia harus sama-sama berbagi
kepentingan dalam banyak hal
yang lumrah, polisi mempunyai
tanggung jawab fungsional un-
tuk menegakkan hukum, men-
jaga ketertiban, mengungkap
kejahatan dan melayani ma-
syarakat luas, sementara me-
dia bertanggungiawab untuk
melaporkan keladian secara
cepat dengan persepsinya.

Upaya-upaya telah
dilakukan polisi melalul berba-
gal kegiatan yang ditayangkan
melalul media televisi seperti
“Patroli”, “Halo Polisl” , atau
“Derap Hukum" dan sebagainyea
cukup digemarl oleh pemirsa.
Sayangnya., cakupan kegiatan-
nya masih terbatas melalul
media televisl dan belum me-
nyentuh media cetak seperti
surat kabar dan majalah.

Pada tanggal 22 - 24
Januari 2001 telah diadakan
pelatihan wartawan unit Polri
di Pusdik Resintel di Mega-
mendung Bogor. Pelatihan
dilaksanakan untuk membina
hubungan kerjasama antara
Polri dengan wartawan, diikuti
103 peserta terdiri dan war-
tawan suratkabar majalah, dan
tabloid, reporter radic maupun
televisi, redaktur, serta pemim-
pin redaksi. Dalam pelatihan
telah banyak didiskusikan
mengenal perlunya hubungan
baik antara polisl dengan me-
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dia, harapan-harapan antara
kedua belah pihak, dan apa
yang harus diberikan Polri
kepada media dan sebaliknya.

Aturan-aturan pem-
beritaan sepertl Instruksi
Kapolrl Nomor T/538/1987
tentang pejabat yang ber-
wenang memberikan kete-
rangan kepada pers perlu di-
perbaharui, karena dengan
hanya mengatur sejumlah
pejabat yang holeh memberikan
keterangan pers dengan pe-
doman ?-kah (Apa, Siapa, Di
mana, EKapan, Bagaimana,
Dengan apa, dan Mengapa),
masih dapat menimbulkan
berbagai penafsiran dalam
pelaksanaannya.

Disamping ltu masih
ada sgjumlah aturan dan le-
rangan pemberitaan pers yang
dikeluarkan dari Markas Besar
Polri seperti Telegram Kapolri
Nomor T/408/1995 dan Surat
Kapolrl Nomor B/2801/VII/
1996 tanggal 5 Agustus 1996,
dan Nomor B/3101/VIII/1996/
tanggal 23 Agustus 1996,
Larangan itu berkisar pada
teknik pengambilan gambar
dan penjelasan tentang modus
operandi serta teknik dan
taktlk pengungkapan sesuatu
kasus. Larangan-larangan ter-
sebut dalam kenyataannya ku-
rang dipedomani karena ber-
bagal sebab. Sehingda masih
dapat disaksikan gambar-
gambar tersangka pada saat
diperiksa dengan tidak mema-
kaji pakaian yvang pantas, hu-
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kuman bagi tahanan oleh polisi
seperti jalan jongkok, pe-
motongan rambut secara sem-
barangan, atau adanya wawan-
cara terhadap keluarga korban/
tersangka dl kantor polisi dan
sebagalnya.

Aturan-aturan yang
ada belum menyentuh pada
substansi pemberitaan yang
dapat menyulltkan penyidikan,
karena akibat pemberitaan
dapat menyebabkan larinya
tersangka, upaya menghi-
langkan barang bukti, atau
dapat melanggar asas praduga
tidak bersalah. Pemberitaan
media terhadap kasus perko-
saan atau pelecehan seksual
akan dapat menambah pende-
ritaan korban atau keluarga
korban. Juga pemberitaan
mengenai kasus tindak pidana,
dapat membahayakan saksi
karena akan mendapat ancamm-
an atau pembalasan dari ter-
sangka atau teman-teman
tersangka.

Untuk mengatasi keku-
rangan tersebut di atas, ada
baiknya kita melihat penga-
turan mengenal pemberitaan
berkaitan dengan pelaksanaan
tugas penyidikan oleh polisi
vang telah dikodifikasi oleh
banyak negara, dimana aturan-
aturan tersebut sangat berpe-
ran untuk menetralkan dan
menladakan penyalabhgunaan
kekuasaan oleh polisi.

Gerald W. Garner
dalam bukunya The Police Meet
the Public mencoba membe-
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rikan peturjuk mengenai pro-
sedur dan kebjjakan mengenal
pemberitaan kepada media
sebelum dan setelah adanya
penangkapan terhadap tersang-
ka.

SEBELUM PENANGEKAPAN:

Yang boleh diberitakan:

1. Gambaran yang tepat
tentang kejahatan (pelang-
garan) termasuk laporan
singkat kejadian.

. Lokasi dan waktu kejadian

. Luka-luka atau kerugian
akibat kajahatan

4. Identitas korban, kecual
korban kejahatan seksual

. Ada tidaknya tersangka

Keterangan mengenai ter-

sangka yang tidak dikenal,

giri-cirl phisik, kendaraan
yang dipakal dan sebagal-
nya

7. Identifikasi buronan yang
membantu kejahatan

8. Latar belakang kejahatan
yang dapat membahayakan
masyarakal

9. Asal laporan (penyelidikan
polis|, masyarakat, infor-
man)

10. Lamanya penyidikan dan
nama, petugas yang me-
nyidik (kecuali untuk kasus
vang harus dirahasiakan)

W

> o

Yang tidak boleh diberitakan :

1. Identitas tersangka yang
masih diperiksa tetapi
belum ditangkap

. Identitas saksi yang dapat
membahayakan dirinya
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3. Identitas korban kejahatan
seksual

4, Alamab tersangka kejahatan
seksual yang menyebut-
kan nama, korbannya

5. Informasi tentang senjata
atau bukti phisik lainnya.

6. Informasi lain yang diketahui
sebagai kunci penyidikan

7. Inforrmas! tentang barang-
barang verharga yang tidak
dicuri/dirampok

8. Dugaan tentang tersangka,
yang masih buron

9. Jumlah barang-barang yang
diambil penjahat

10. Identitas korban yang
meninggal

11. Informasi yang salah

SETELAH PENANGEKAPAN

Yang boleh diberitakan:

1. Waktu dan tempat penang-
kapan

2. Nama tersangka, umur, ala-
mat, pekerjaan, status per-
kawinan, latar belakang ke-
hidupan.

3. Sangkaan terhadap ter-
sangka,

4, Fakta-fakta dan keadaan
waktu penangkapan, ada-
nya perlawanan, pengejar-
an, memiliki/menggunakan
senjata api, gambaran ba-
rang hasil kejahatan

5. Identitas wunit penyidik
yang bertanggung jawab
atas penangkapan, terma-
suk nama petugas (kecuali
yang harus dirahasiakan)

6. Lamanya penyidikan

7. Lamanya tersangka ditahan
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dan tempat penahanan.

8. Rencana penyerahan per-
kara kepada jaksa penuntut
umum.

Yang tidak boleh diberitakan:

1. Nama bos tersangka (yang
menyuruh melakukan)

2. Komentar mengenai sifat-
sifat dan reputasi tersangka

3. Nama tersangka yang masih
remaja atau anak-anak

4. Catatan kriminal tersangka,
sebelumnysa

5. Informasi tentang adanya
pengakuan atau pernyatasn
tersangka

8. Penclakan pengakuan
tersangka

7. Penolakan tersangka untuk
menjalani pemeriksaan

8. Hasll-hasil pengujian atau
test dalam penyidikan

9. Gambaran atau hasil peme-
riksaan laboratorinm

10. Rekontruksi kejadian

11. Membuka rahasgia kete-
rangan tersangka

12. Ksterangan mengenai kesa-
lahan/tidak bersalah ter-
sangka,

13. Komentar tentang kebenar-
an keterangan saksi

14, Keterangan keberhasilan
penangkapan karena ban-
tuan informan (Bailey,
1995; 420-421)

Penutup

TUpaya meningkatkan hubungan
baik antara polisl dengan me-
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dia tidak dapat dilakukan
dengan seketika, artinya polisi
harus terlebih dahulu merubah
falsafah-tingkah laku dart otak
sampal ke hati. Dengan kata
lain polisi harus mulai belgjar
menerima kritik. Pelaksanaan
tugas polisi harus dilakukan
dengan jujur tepat dan seim-
bang dengan tetap meng-
hormatl hak asasi manusia dan
selalu deml kepentingan ma-
syarakat. Sehingga., polisl harus
berani terbuka bagi media dan
masyarakat dengan berusaha,
untuk “menjadi lebih"” dengan
perilaku yang wagjar dengan me-
nampilkan kebudayaan polisi
yang mengutamakan perannya,
sebagai pelayan masyarakat
daripada sebagai penegak
hukum,

Eeberhasilan polisi sa-
ngat tergantung darli bagal-
mana bubungan polisi dengan
masyarakat, yang selalu meli-
hat para bintara dan tamtarmnas,
di jalanan, di perkampungan, di
kantor-kantor pelayanan polisi,
atau pada saat polisi me-
nangkap tersangka pelaku
kejahatan, bukan penampilan
para pimpinan polisi atau juru
bicara polisi yang khusus ber-
tugas untuk memberikan ke-
terangan kepada pers. Se-
hingga, membina hubungan
baik dengan media segera perlu
dilakukan, disamping upaya
perubahan perilaku para ang-
gota bintara dan tamtama, yang
selalu berhubungan dengan
masyarakat.
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